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PENETAPAN
Nomor 309/Pdt.P/2021/PA.Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan

oleh:

XXXX, tempat dan tanggal lahir Bontolebang, 25 Februari 1979, agama

Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar,

tempat kediaman di Dusun Bonto Lebang, Desa Paitana,

Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto sebagai

Pemohon I;

XXX, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 31 Desember 1975, agama

Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan

Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Bonto Lebang,

Desa Paitana, Kecamatan Turatea, Kabupaten Jeneponto

sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 November

2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto dengan

Nomor 309/Pdt.P/2021/PA.Jnp dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada

tanggal 24 April 2011, di Desa Sendawar, Kecamatan Barang Tongkok,

Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah adalah

saudara kandung Pemohon II bernama Sattu yang dinikahkan oleh Imam

Desa bernama Ngamping, dengan maskawin berupa kalung emas tiga gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
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dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama

Juma dan Nimbang;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk

melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara’ maupun halangan undang-

undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I

dengan Pemohon II;

3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus sebagai duda cerai mati dan

Pemohon II berstatus janda cerai mati;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah telah

dikaruniai anak Bernama; Muh Burhan bin Ramli;

5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke

Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak

memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di

Kantor Urusan Agama setempat;

6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk

penerbitan akta nikah para pemohon serta untuk keperluan lainnya;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada

Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Ramli bin H. Sarapa dengan

Pemohon II, Ati. R binti Barani yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 2011,

di Desa Sendawar, Kecamatan Barang Tongkok, Kabupaten Kutai Barat,

Provinsi Kalimantan Timur;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya

ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Turatea,

Kabupaten Jeneponto;

4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-

undangan yang berlaku;

Subsider : - Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini

berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir

sendiri di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Para

Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;
Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah

mengajukan bukti berupa :

A. SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK XXX tanggal

22-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai

cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK XXX tanggal

22-01-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai

cukup, distempel pos dan diberi tanda bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No.XXX tanggal 14-09-2021 yang dikeluarkan oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, telah

dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, distempel pos dan diberi

tanda bukti P.3;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti

saksi dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat

dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan

Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk absolut kompetensi Peradilan

Agama;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para

Pemohon telah hadir di persidangan, dan menyatakan tetap dengan

permohonannya;
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Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan kedudukan dan kapasitas Pemohon sebagaimana uraian

pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II mengajukan

permohonan isbat nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar pada Kantor

Urusan Agama Kecamatan setempat, dimana pernikahan para pemohon

dilaksanakan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda

Penduduk Pemohon I, bukti P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon II,

dan bukti P.3 berupa Kartu Kartu Keluarga Para Pemohon adalah akta autentik

yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti tersebut telah memenuhi

syarat formal dan materiil sesuai dengan Pasal 1868 KUHPerdata/ BW,

sehingga terbukti Para Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Jeneponto,

karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama

Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon tidak dapat

menghadirkan saksi-saksi yang menerangkan tentang peristiwa pernikahan

Para Pemohon dan status masing-masing sebelum melangsungkan perkawinan

meski Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Para

Pemohon untuk menghadirkan saksi, dengan demikian Majelis Hakim

berpendapat Para Pemohon tidak mampu membuktikan dalil permohonannnya,

karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,

maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang

Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Menolak permohonan Para Pemohon;
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2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya

perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp360.000,00 (tiga ratus enam

puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 Desember

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awal 1443 Hijriah, dalam

permusyawaratan Majelis hakim yang terdiri dari Taufiqurrahman, S.H.I,

sebagai Ketua Majelis, serta Syahrul Mubaroq, S.H, dan Itsnaatul Lathifah, S.H.,

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ardhayani

Arja, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Syahrul Mubaroq, S.H.

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.H.I

Hakim Anggota,

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ardhayani Arja, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00

2. Proses Rp. 50.000,00

3. Panggilan Rp240.000,00
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4. PNBP Rp. 20.000,00

5. Redaksi Rp. 10.000,00

6. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp360.000,00
(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
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